KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARTHEN MANURUN SARIRA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 449694
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.559.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 463 m2/230 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.559.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 59.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000

2. MOTOR, YAMAHA 50 C Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 34.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 98.000.000
Sub Total Rp. 1.754.000.000
Ill. HUTANG Rp. 118.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.636.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA :  SEKRETARIAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARTINUS MANATIN
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
3. NHK . 824487
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -——-

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.347.386

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.836.347.386

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.836.347.386
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MATIUS SAMPELALONG
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK : 499514
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/112 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m2/192 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000

3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 340.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.300.000

F. HARTA LAINNYA Rp. mnen

Sub Total Rp. 3.660.300.000

Ill. HUTANG Rp. 113.300.003

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.546.999.997
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . DINAS PERTANIAN

DATA PRIBADI

1. Nama : MEDAN SANDABUNGA

2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK . 447568

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.000.000

1. MOTOR, HONDA NF125TR M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

1.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. S
D. SURAT BERHARGA Rp. ——-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 225.899.561
F. HARTA LAINNYA Rp. ——
Sub Total Rp. 226.899.561
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 226.899.561
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD TORAJA UTARA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MIRA BANGALINO
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 449678
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/50 m2 di KAB / KOTA BIAK
NUMFOR, Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 15.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA FICO2N28LO SCOOPY Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ——-

D. SURAT BERHARGA Rp. ——

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.158.268

F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 530.158.268

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 530.158.268
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . DINAS PERHUBUNGAN

DATA PRIBADI

1. Nama . PARIS SALU

2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK : 418583

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.000.000

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.0 M/T Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.

85.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 100.500.000
. HUTANG Rp. ----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 100.500.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PAULUS BATTI'
2. Jabatan . KEPALA PELAKSANA
3. NHK : 736828
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 64.053.896

1. MOBIL, PAJERO MOBIL PENUMPANG Tahun 1996, LAINNYA Rp.
61.591.040
2. MOTOR, HONDA NC11B3D A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

2.462.856
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.584.049
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 72.137.945
. HUTANG Rp. 174.227.525
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -102.089.580
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PAULUS TANDUNG
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK © 411043
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.346.625.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 523 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 716.625.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/54 m2 di KAB / KOTA TORAJA
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.500.000

1. MOTOR, YAMAHA IKP A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

2.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 90.774.943
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.477.199.943
. HUTANG Rp. 167.195.806
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.310.004.137
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 April 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN
UNIT KERJA
PENYELAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RIANTHO YUSUF SANGKELO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 493092
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SPORTY Tahun 2005, LAINNYA Rp.

1.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.790.472
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 6.790.472
1. HUTANG Rp. 415.068.352
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -408.277.880
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 April 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UNIT KERJA
PERTANAHAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ROBYANTHA POPANG
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 702381
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.885.000.000

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
785.000.000

2. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
490.000.000

3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
420.000.000

4. Tanah Seluas 357 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 470.000.000

5. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
560.000.000

6. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
820.000.000

7. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
470.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/350 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/63 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, Rp. 370.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 262.500.000
1.
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MOTOR, HONDA REVO BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

2.500.000

2.  MOBIL, PAJERO SPORT SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
215.000.000

3.  MOBIL, MITSUBISHI TRUCK Tahun 2001, WARISAN Rp.

45.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.330.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 6.347.830.000
. HUTANG Rp. 453.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-11T) Rp. 5.894.230.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA :  SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIMBONG RANGGINA
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK . 738956
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.514.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/164 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, Rp. 515.000.000
2. Tanah Seluas 2 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
2.999.800.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 78.350.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 4.750.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1992, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000
3. MOBIL, TOYOTA UF 81 SUPER Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.

73.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 586.205.452
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 4.184.355.452
. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4,184.355.452
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG EKSEKUTIF
LEMBAGA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA DINAS PENDIDIKAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : YERMIA TIKU MUSU MAREWA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 740469
Il. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1.

Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/160 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

Tanah Seluas 376 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 410.000.000

Tanah Seluas 1.058 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 805.000.000

Tanah Seluas 431 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 355.000.000

Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 995.000.000

Tanah Seluas 321 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 455.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1.

KAS

mom o 0

MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
320.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA

DAN SETARA KAS

HARTA LAINNYA

Sub Total

lll. HUTANG

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

3.830.000.000

320.000.000

209.117.304

4.359.117.304
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 4.359.117.304

Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
UNIT KERJA
PENGEMBANGAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : YOHANIS RERUNG SAU'
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK . 888442
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.780.850.000

1. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 320.850.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/60 m2 di KAB / KOTA
MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/140 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.510.000.000

4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 77.500.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS 1.5 G MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

2.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 395.600.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 284.410.850
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 3.538.360.850
Ill. HUTANG Rp. 92.761.038

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 3.445.599.812
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Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YONATHAN MANTURINO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 479190
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.030.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/153 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
2. Tanah Seluas 10.573 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

2. MOTOR, SUZUKI SUZUKI Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.098.500.000
. HUTANG Rp. 111.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 987.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA :  DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AHADY TANDIRERUNG
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK : 521433
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.125.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/162 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, Rp. 1.125.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.500.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G (F601RM GMMF JJ) Tahun
2007, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 54D (SX225) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

3. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T 113 CC Tahun 2012, HASIL SENDIRI

Rp. 5.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.750.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.100.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 1.303.350.000
. HUTANG Rp. 128.890.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.174.460.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ALEXANDER LIMBONG TIKU
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK : 698880
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 596 m2/596 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 444.675.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/173 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 165.165.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/132 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 103.950.000
4. Tanah Seluas 1 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 1.202.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.145 m2/1.145 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 572.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 GM/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 147.487.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

mm o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2.488.540.000

147.487.000

81.002.175

21.255.123
2.738.284.298
24.194.375
2.714.089.923

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA .  DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AMOS HARMA PATTOLA
2. Jabatan . KEPALA BADAN
3. NHK : 710570
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.005.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/100 m2 di KAB / KOTA
JAYAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 1.005.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.500.000
1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
117.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 8.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.679.524
F. HARTA LAINNYA Rp. mnen
Sub Total Rp. 1.216.179.524
Ill. HUTANG Rp. 195.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.021.179.524
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA :  SEKRETARIAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANDARIAS SAMPE
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 447572
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000

2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/120 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

4. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 41.210.000

5. Tanah Seluas 335 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
50.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
4.900.000

2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5G(F700RE-GMDFJ) Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 78.000.000

3. MOTOR, YAMAHA BEJ C A/7 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

26.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

871.710.000

108.900.000

29.900.000

22.011.161
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Sub Total Rp. 1.032.521.161
1. HUTANG Rp. 71.309.088
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 961.212.073
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDDY ELWARD ROMBE RARU
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 702788
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.558.000.000

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
975.000.000
2. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 585.000.000
3. Tanah Seluas 1.950 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
998.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.817.500
1. MOBIL, DAHIATSHU TERIOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

120.817.500
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 64.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.834.563
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 2.783.652.063
. HUTANG Rp. 35.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.748.652.063
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . DINAS SOSIAL

DATA PRIBADI

1. Nama . ELIAS MADI PARA'PAK
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 705672
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -—--
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 222.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.450.768
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp. 245.950.768
. HUTANG Rp. 155.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 90.950.768
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA .  DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama . ELISABETH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 838089
IIl. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 925.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di KAB / KOTA TORAJA
UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 635.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 55.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5S Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
2. MOTOR, HONDA AFP12W21C08 M/T SEPEDA MOTOR Tahun
2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 183.883.842

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 1.223.883.842

. HUTANG Rp. 322.527.122

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 901.356.720
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARLI PATRIATNO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK . 449087
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.566.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/168 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah Seluas 158 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 416.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 40.000.000

1. MOBIL, FORD MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

40.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.708.777
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 1.610.708.777
1. HUTANG Rp. 34.673.280
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.576.035.497
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG :  EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
UNIT KERJA :  SEKRETARIAT DAERAH
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KORNELIA UNTUNG SERU
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN & SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 493359
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.866.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 347 m2/260 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, Rp. 3.036.250.000

2. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
250.000.000

3. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA TORAJA UTARA, Rp.
80.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/118 m2 di KAB / KOTA
TORAJA UTARA, Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 96.000.000

1. MOBIL, SUZUKI GC 415 V Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.192.363
F. HARTA LAINNYA Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 4.079.442.363

lll. HUTANG Rp. 64.715.384
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-111) Rp. 4.014.726.979

Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_MARTHEN MANURUN SARIRA.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_MARTINUS MANATIN.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_MATIUS SAMPELALONG.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_MEDAN SANDABUNGA.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_MIRA BANGALINO.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_PARIS SALU.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_PAULUS BATTI'.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_PAULUS TANDUNG.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_RIANTHO YUSUF SANGKELO.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_ROBYANTHA POPANG.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_SIMBONG RANGGINA.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_YERMIA TIKU MUSU MAREWA.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_YOHANIS RERUNG SAU'.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_YONATHAN MANTURINO.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_AHADY TANDIRERUNG.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_ALEXANDER LIMBONG TIKU.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_AMOS HARMA PATTOLA.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_ANDARIAS SAMPE.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_DEDDY ELWARD ROMBE RARU.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_ELIAS MADI PARA'PAK.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_ELISABETH.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_HARLI PATRIATNO.pdf
	Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_KORNELIA UNTUNG SERU.pdf

